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ABSTRAK 
Anak sebagai penerus bangsa yang harus dilindungi haknya, salah satunya perlindungan dari eksploitasi 
ekonomi. Namun dalam budaya tradisi masyarakat Indonesia, anak-anak ikut bertanggungjawab atas 
ekonomi keluarga, sehingga menyebabkan adanya pekerja anak. Anak ialah seorang yang belum berusia 18 
tahun.Masalah pekerja anak merupakan masalah sosial yang tidak saja di Indonesia, tetapi tingkat global 
Bangsa-bangsa di dunia. Bahkan di Indonesia ada sekitar 2,5 juta pekerja anak. Alasan ini menyadarkan 
Pemerintah perlu ada perlindungan terhadap pekerja anak yang harus dipenuhi oleh majikan atau 
pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak dan harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, 
sehingga hal ini mengikat jika ada yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun obyek penelitian 
“Bagaimana perlindungan hukum pekerja anak menurut perundang-undangan Indonesia?”. Metode 
penelitian berupa penelitian normative melalui pendekatan perundang-undangan, Menggunakan data 
sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Pekerja anak berdasarkan aturan yang ada hanya boleh pekerja 
selama 3 jam sehari, harus dipisahkan dari pekerja dewasa dan memiliki ijin dari orangtua/wali. 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak. 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Anak adalah mahluk ciptaan Tuhan YME, dan merupakan harta tak ternilai baik dalam presfektif sosial, 
budaya, ekonomi, hukum. Bahkan dalam masyarakat khususnya Jawa ada adagium “banyak anak banyak 
rejeki”, sehingga mengkaryakan atau mempekerjakan anak dapat menambah penghasilan keluarga. Oleh 
karenanya anak sejak dini dihadapkan akan kesulitan ekonomi keluarga yang harus ikut dipikirkan oleh 
anggota keluarga termasuk anak. Munculnya pekerja anak dapat merupakan salah satu sebab terjadinya 
“pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja tidak dapat mengecap pendidikan akan tetap hidup dalam 
kondisi miskin. Hal ini akan menghadirkan generasi berikutnya yang tetap miskin dan tak berpendidikan. 
Dasar  tersebut mengakibatkan perlunya ada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bersifat 
khusus, antara lain kesehatan, kesejahteraan dan keamanan.  Berdasar data ILO tahun 2011, “jumlah pekerja 
anak di dunia mencapai 100 sampai 200 juta jiwa. Di Amerika Latin ada 7 persen dari jumlah tersebut 
merupakan pekerja anak. Asia 18 % dan Afrika 75 %, sedangkan Indonesia terdapat 2,5 juta pekerja anak”. 
(Ghufran dan Kordi, http://majalah versi.com/kolom/pekerja-anak-bermasalah-sejak definisi, diakses: 20 Juni 
2017). Hal ini perlu karena anak masih dianggap lemah, belum dapat melindungi diri sendiri. Perlindungan 
yang harus “diberikan khususnya pekerja anak sama dengan perlindungan yang  diberikan kepada orang 
dewasa baik secara hukum nasional maupun hukum internasional. Secara universal perlindungan hukum 
terhadap hak asasi manusia dilindungi dalam Universal of Human Rights (UDHR) dan Internasional on Civil 
and Political (ICPR), antara lain setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak bebas memilih pekerjaan, berhak 
atas perlindungan syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan, serta berhak atas upah yang adil 
dan menguntungkan bagi diri sendiri maupun keluarganya.” (Abdussalam, 1: 2012). 
Pekerja anak ialah “anak yang melakukan pekerjaan dengan adanya perjanjian kerja dan memiliki sifat 
dan intensitas yang dapat menganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan 
keselamatan kerja dan kesehatan serta menghambat tumbuh kembangnya anak. Pekerja anak juga memiliki 
indikator bekerja setiap hari, anak tereksploitasi secara fisik maupun psikis, anak bekerja pada waktu yang 
panjang, dan waktu sekolah terganggu/tidak sekolah”. (Dirjen Pembinaan dan Pembinaan Ketenagakerjaan, 
39: 2012). Hal ini akan memberikan dampak buruk bagi anak dimana anak akan mengalami hambatan 
pertumbuhan baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Pertemuan” anggota ILO di Jenewa, Swiss, tanggal 13 
Maret 2018, delegasi Indonesia, Indah Annggoro Puti menyatakan komitmen Pemerintah Indonesia 
mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak 2022 yang akan dilaksanakan oleh Komite Rencana Aksi 
Nasional pada tingkat nasional mapun lokal.”. (Cahyu, Indonesia Tegaskan Bebas Pekerja Anak tahun 2002, 
https://www.liputan6.com/news/read/3375201/indonesia-tegaskan-bebas-pekerja-anak-tahun-2022 diakses: 
15 Maret 2018).  Hal ini sejalan dengan program Pemerintah yang sampaikan Menteri Ketenagakerjaan M. 
Hanif. Dhakiri, 28 Agustus pada Peluncuran Buku “Buku an Film tentang Anak yang dilacurkan”, 
menyatakan bahwa isu pekerja anak bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan peran serta seluruh 
komponen masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak tahun 2002. Hingga tahun 2018 
 Pemerintah Indonesia telah berhasil menarik pekerja anak sebanyak 105.956 pekerja anak dari tempat kerja 
dan kembali sekolah. (Menaker Mencanangkan Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, 2018, 
https://www.jpnn.com/news/menaker-mencanangkan-indonesia-bebas-pekerja-anak-tahun-2022 diakses: 29 
Agustus 2018). Guna mewujudkan tujuan tersebut pemerintah Indonesia dalam masalah  pekerja anak 
membuat kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana mempekerjakan pekerja anak 
dan penegakan hukumnya, dengan melibatkan pemangku-pemangku  kepentingan seperti mitra sosial dan 
masyarakat sipil, pememberian Kartu Indonesia Pintar dengan begitu Keluarga memastikan anak bersekolah.  
 
II. PERMASALAHAN 
Berdasarkan Latar Belakang dalam tulisan di atas maka akan mengkaji: “Bagaimana Perlindungan 
Hukum Pekerja Anak menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?”. 
 
III.METODE PENELITIAN 
Metode penelitian normatif yuridis, menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif, dengan 
pengambilan kesimpulan secara deduktif. 
 
IV. PEMBAHASAN  
A. Batasan Anak dan Pekerja Anak 
Anak sesuai Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 jo UU Nomor 23 tahun 2002 ialah”seseorang 
yang belum berusia 18 tahun termasuk msih dalam kandungan”. (UU No 17 tahun 2016, Citra Umbara, 4: 
2016). Dalam Hukum perlindungan anak dikelompokan  “anak berhadapan dengan hukum adalah anak 
berkonflik dengan hukum  atau anak sebagai subyek (pelaku), anak menjadi  obyek (korban) dan sanksi 
tindak pidana. Dalam penelitian ini difokuskan kepada anak sebagai korban khususnya pekerja anak. Adapun 
yang dimaksud dengan” korban tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 tahun 2012, ialah 
anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang disebabkan oleh Tindak Pidana”. (UU No 17 tahun 2016, Citra Umbara, 119: 2016). Masalah 
perlindungan anak “harus diberikan sejak anak masih dalam kandungan sampai anak itu dilahirkan khusus 
mengenai hak-hak anak yang dituangkan dalam aturan hukum, menurut Bismar Siregar dalam bukunya 
Hukum dan Hak-Hak Anak”. (Siregar, 22:1986). Perlindungan anak menurut Badra Nawawi Arief, dapat 
diartikan “upaya perlindungan hukum terhadap hak kebebasan dan hak asasi anak atau fundamental rights of 
freedoms of children yang berhubungan dengan kepentingan kesejahteraan anak” (Arief, 153: 1998). 
Sedangkan  Pasal 1 angka 2 UU No. 35 tahun 2104 “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi, sedangkan arti hak-hak anak. ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan 
dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 1 angka 12 UU No. 
35 tahun 2014). (UU No 17 tahun 2016, Citra Umbara, 4-6: 2016). 
Perhatian Dunia terhadap perlindungan anak, sejak munculnya “Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak 
pada tahun 1924 yang diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1948 Majelis 
Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manausia termasuk beberapa hal mengenai anak-
anak”. (UNICEF, 2013: 12) .Tahun 1959 akhirnya “Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak-Hak 
Anak yang memuat 10 prinsip  hak-hak anak antara lain anak bebas dari segala bentuk diskriminasi, rasial, 
agama, hak mendapat perlindungan dan pertolongan, hak mendapat pendidikam, hak harus dilindungi dari 
penyiksaan, kekejaman dan penindasan”. (Sambas, 50: 2010). 
Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum berkomitmen “melindungi, memenuhi, menghormati dan 
mempromosikan hak-hak anak yang diatur dalam  Pasal 34 Amandemen I-IV UUD1945 bahwa Fakir miskin 
dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan pengaturan khusus   perlindungan terhadap hak asasi 
manusia termasuk anaknya diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I ayat (2)  Amandemen I-IV 
UUD 1945 ialah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 
hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. (Djamil, 
27: 2013).  Dalam UU Np. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hak anak dimuat dalam 
Pasal 64 : “setiap anak berhak memperoleh  perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan di setiap 
pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga menganggu pendidikan,kesehatan  fisik, moral, kesehatan,  
kehidupan sosial, dan mental  spiritualnya”.(UU No 39 tahun 1999). 
Tahun 1979, saat “dicanangkan Tahun Anak Internasional, Polandia mengusulkan perumusan suatu 
dokumen internasionalyang meletakan standar internasional bagi pengakuan hak anak dan mengikat secara 
yuridis.  Tahun 1989 rancangan Konvensi Hak Anak disahkan secara bulat tgl 20 November 1989 dikenal 
sebagai Konvensi Hak Anak.  Indonesia meratifikasi dengan KeputusanPresiden No. 36/1990 tertanggal 25 
Agustus 1990 dan berlaku di Indonesia tgl 5 Oktober 1990”. (UNICEF, 13-14: 2013)  Sebagai pelaksanaan 
ratifikasi dari Konvensi Hak Anak, Indonesia mengundangkan UU No. 23 tagun 2002 tentang Perlindungan 
 Anak, dan mengalami dua kali perubahan  yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 UU no. 35 tahun 2014 jo UU 
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak antara lain: 
“a.Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,  
penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. 
  b.Perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, 
hak memperoleh kebebasan sesuai hukum penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat 
dilakukan sesuai hukum dan ini merupakan upaya terakhir. 
  c.Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan 
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri memperoleh keadilam di depan 
pengadilan anak yang obyektif fan tidak memihak”. (UU No 17 tahun 2016, Citra Umbara, 6-8: 2016). 
 
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Perundang-Undangan Indonesia 
Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja  merupakan “keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur 
kehidupan manusia dalam masyarakat termaksud lembaga dan proses dalam mewujudkan hukum itu secara 
nyata. Pendapat beliau ini menegaskan bahwa hukum itu yang berisi kaidah harus dituangkan dalam undang-
undang”. (Kusumaatmadja, vi-vii: 2006). Sedangkan tujuan hukum “harus memberikan ketertiban dalam 
masyarakat sehingga tercipta kepastan dalam pergaulan masyarakat”. (Kusumaatmadja, 3-4: 2006). Hal ini 
sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan yang dicetuskan Mochtar Kusumaatmadja bahwa “hukum 
merupakan sarana pembaharuan  masyarakat. Oleh karenanya ketertiban dalam usaha pembangunan atau 
pembaharuan sangat diperlukan. Berdasarkan pandangan tersebut maka perlu dilakukan pembinaan hukum 
berupa pembaharuan hukum yang erat hubungannya dengan masyarakat dan budaya. Salah satunya perlu ada 
pembaharuan pengaturan dalam hukum ketenagakerjaan”. (Noval,  79-80: 2017). Hal ini sesuai dengan 
budaya atau adat Indonesia dimana seorang anak ikut pula menanggulangi perekonomian keluarga, dalam hal 
ini adanya pekerja anak. Oleh karenanya ”menurut Durrensberger  perlu ada campur tangan pemerintah 
sebagai pengawasan terhadap pekerja anak menuangkan aturan yang mengatur bagaimana kerja dalam 
masyarakat, siapa saja yang tidak boleh bekerja, bagaimana pembagian hasil atau upah pekerja, sehingga  
dapat menyelesaikan jika ada perselisihan atau fungsi pemerintah sebagai fasilitator:” (Noval, 101-102: 
2017).  “Dalam menjalankan fungsi negara khususnya pemberian  ijin dan mencegah pekerja anak yang 
membahayakan pekerja anak maka hukum ketenagakerjaan tidak saja berhubungan dengan hukum perdata 
tetapi juga hukum pidana. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam hukum pidana ialah pentingnya 
penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-udangan”. (Wijayanti, 14: 2009). Pendapat “Marc 
Ancel sebagai penganut aliran De’fense Sociale mengemukakan tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib 
sosial, oleh karenanya untuk mencapai tertib sosial peranan dari hukum pidana tidak dapat dielakkan bagi 
suatu sistem hukum. Bahkan perlindungan yang diberikan pada individu maupun masyarakat bergantung 
kepada perumusan hukum pidana”. (Muladi dan Arief, 154: 2005).  Hal ini sejalan dengan Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan bertujuan membentuk Manusia Indonesia yang 
seutuhnya. Oleh karena itu menurut Soedarto,”sanksi pidana sangat diperlukan dalam usaha pencegahan atau 
ditanggulangi terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian 
baik materiil maupun spiritual, guna tercapai kesejahteraan dan perlindungan masyaraka”. (Muladi dan Arief, 
154: 2005).   
Pendapat Koesparmono Irsan bahwa “keberadaan pekerja anak sangat erat kaitannya dengan kemiskinan 
yang dihadapi oleh keluarga sehingga anak harus dapat memperjuangkan dirinya untuk tetap dapat hidup 
bahkan juga keluarga di anak. Selain itu dengan adanya pekerja anak juga mendorong tingginya tingkat 
kemiskinan. Hal ini karena anak-anak yang bekerja tentu tidak dapat melanjutkan atau kesempatan 
pendidikan. Oleh karenanya kelak tumbuh dewasa anak-anak tersebut tidak dapat memperoleh pekerjaan 
yang baik”. (Irsan,152:  2016). 
Sebelum mebahas lebih lanjut pekerja anak, akan dibahas lebih dahulu yang dimaksud pekerja. Dalam 
Pasal 1 angka 3 UU Nomor13 tahun 2003, “pekerja ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 
atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan pekerja menurut Asri Widjayanti dapat dibagi atas 2 kelompok 
:”mereka yang bekerja dalam hubungan kerja meliputi mereka yang bekerja pada Negara disebut Pegawai 
Negeri, baik sipil maupun ABRI,  mereka yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja dan mereka yang 
bekerja di luar hubungan kerja meliputi swa pekerja dan wirausaha”. (Wijayanti: 2012: 12). Selanjutnya yang 
diartikan “pekerja anak atau Child Labour menurut Regional Working Group On Child Labour (RWG-
CL),memberi definisi pekerja anak berdasarkan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak membedakan pekerja 
anak dan kerja anak. Kerja anak meliputi kegiatan yang tidak berbahaya yang dapat membantu 
perkembangan kesehatan seorang anak. Sedangkan pekerja anak meluputi semua jenis pekerjaan yang 
dilakukan anak yang berusia sampai 18 tahun yang merusak kesehatan atau pertumbuhan fisik, mental, 
 intelektual, moral dan sosial mereka dan menganggu pendidikan mereka (Regional Working Group Child 
Labour, 16: 2000). Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “pekerja anak ialah anak yang 
berusia di bawah 18 tahun”. 
Prinsipnya sesuai dengan “Pasal 2 ayat 3 Konvensi ILO No. 138/1973 yang diratifikasi Indonesia dengan 
UU No. 20/1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, bahwa usia minimum yang telah 
ditetapkan tidak boleh kurang dari usia wajib nelajar yaitu tidak boleh kurang dari 15 tahun dalam keadaan 
apapun”. (Irsan, 152: 2016). Hal ini kemudian diatur dalam “Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 bahwa 
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan ini dapat dikecualikan sesuai Pasal 69  ayat (1) UU No. 
13 tahun 2003 bahwa aanak berusia 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang 
tidak menganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Sedangkan jika ingin 
mempekerjakan anak maka harus memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Pasal 69 ayat (2) UU No. 13 
tahun 2003 yaitu : ijin dari orangtua, ada perjanjian kerja antara pengusaha dan orangtua/wali,waktu kerja 3 
jam, dilakukan pada siang hari dan tidak menganggu waktu sekolah, ada perlindungan keselamatan dan 
kesehatan kerja, perjanjian kerja yang jelas, menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Pasal 
69 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 mengatur perlindungan anak yang bekerja padal keluarga hanya boleh 
bekrja 3 jam sehari, siang hari dan tidak menganggu waktu sekolah serta kesehatan dan keselamatan kerja”. 
(UU Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Ketenagakerjaan, Citra 
Umbara, 30: 2016). 
Terhadap “anak yang bekerja ditempat kerja karena kurikulum pendidikan atau pelatihan harus 
memperhatikan Pasal 70 UU No. 13 tahun 2003 mengatur disahkan oleh pejabat yang berwenang, anak yang 
paling rendah sudah berumur 14 tahun, diberi petunjuk cara pelaksanaan kerja, bimbingan dan pengawasan 
dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Anak yang bekerja 
untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan ketentuan Pasal 71 UU No. 13 tahun 2003, 
harus ada pengawasan langsung dari orangtua, paling lama 3 jam dan kondisi juga lingkungan kerja tidak 
menganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah”. (UU Nomor 13 tahun 2003 dan 
Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbara, 31-32: 2016). 
 Selain memperhatikan Pasal 71 UU No. 13 tahun 2003, maka  “pemberi kerja yang mempekerjakan 
pekerja anak wajib melapor kepada pengawas ketenagakerjaan sesuai Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-115/MEN/VII/2004. Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 peraturan tersebut 
mengatur bahwa  pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini, diminati anak, berdasarkan 
kemampuan anak, berguna menambah kreativitas dan sesuai dengan dunia anak, pengawasan langsung dari 
orangtua, namun jika anaknya dibawah 15 tahun harus memperhatikan: perjanjian kerja tertulis antara 
pengusaha dan orangtua/wali, waktu  kerja paling lama 3 dan 12 jam seminggu, pengawasan langsung 
orangtua, menyediakan tempat kerja dan lingkungan kerja yang tidak memberikan dampak buruk bagi 
perkembangan fisik, mental, sosial anak seperti narkotika, miuman keras, prostitusi, menyediakan tempat 
istirahat bagi anak selama waktu tunggu, melaksanakan syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta harus 
memisahkan tempat kerja orang dewasa dan anak”. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 
39:  2011) 
Pasal 74 UU No. 13 tahun 2002 mengenai “Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada 
pekerjaan-pekerjaan yang terburuk jo Kepmenaker No. Kep 235/Men/2002 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan 
Yang Membahayakan Keselamatan atau Moral Anak meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan 
atau sejenisnya, pekerjaan yang menyediakan, memanfaatkan atau melibatkan anak untuk 
pelacuran,pornografi, pertunjukan pornografi atauy perjudian, produksi atau perdaganagn minuman keras, 
narkotika atau psikotropika, diskotik, karaoke, bola sodok, tempat prostitusi. (Kementrian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, 6: 2012).  
Pemberi kerja terhadap pekerja anak harus pula memperhatikan “ Permenaker No. PER-01/MEN/1987: 
a. Pasal 1: anak yang terpaksa bekerja yaitu anak yang berumur dibawah 14 tahun karena alasan sosial 
untuk menambah pengahasilan keluarga dan dirinya sendiri dan harus ada ijin dari orangtua 
b. Pasal 2:Anak yang terpaksa bekerja diijinkan bekerja asalkan : 
1. Dalam tambang atau tempat mengambil logam, dalam kapal sebagai tukang api atau tukang batu bara 
kecuali dalam pengawasan ayahnya atau keluarga sampai derajat ketiga 
c. Pasal 3: Pengusaha wajib melapor pada Depnakaer dengan cara yang ditentukan Menteri Tenaga 
Kerja 
d. Pasal 4: Mempekerjakan anak tidak lebih dari 4 jam dan tidak boleh malam hari antara jam 18.00 
sampai jam 06.00, memberikan upah sesuai dengan aturan pengupahan dan memiliki daftar identitas 
dan jenis pekerjaan pekerja. 
e. Pasal 5: Pengusaha yang melanggar ketentuan ini menurut Permenaker No. PER-01/MEN/1987 
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 
100.000.000”. (Irsan, 158-159: 2016). 
 
 C. Sanksi Bagi Pemberi Kerja  Yang Melanggar Aturan 
Pemberi Kerja atau pengusaha yang mempekerjakan anak harus memperhatikan aturan-aturan di atas dan 
aturan tersebut bersifat mutlak atau wajib ditaati. Jika aturan tersebut dilanggar maka bagi pemberi kerja 
dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan: 
1. “Pasal 185 UU Nomor 13 tahun 2003: Barang Siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), 
dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda minimal Rp. 100.000.000dan maksimal Rp. 400.000.000 
2. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan”. (UU RI. Omor 13 Tahun 2003 & Peraturan 
Pemerintah Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbara, 82: 2016). 
Pemberian pidana pada pengusaha pemberi pekerja anak sebagaimana Pasal 185 UU Nomor 13 tahun 
2003 pernah dilakukan dengan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp.100.000.000 dengan 
ketentuan kurungan selama 1 bulan jika denda tidak dibayarkan. Hal ini ada sesuai Putusan Pengadilan 
Tinggi Bandung Nomor 133/Pid.Sus/2015/PT. BDG. 
 
 
V. SIMPULAN 
Berdasarkan uraian di atas nampak keseriusan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap 
pekerja anak. Oleh karena pada prisipnya Pemerintah melarang adanya pekerja anak. Namun hal itu tidak 
dapat dihindari, oleh karenanya  anak yang harus terpaksa bekerja, pemberi kerja harus memperhatikan batas 
usia pekerja anak, pemberian ijin dari orangtua, lama anak boleh bekerja, waktu anak dapat bekerja serta 
harus memberikan laporan ada pekerja anak pada usaha-usaha pemberi kerja kepada Depnaker, dan tidak 
boleh memperjakan anak pada tempat kerja yang membahyakan. Selain itu jika hal ini dilanggar maka 
pemberi kerja akan dikenakan ancaman sanksi pidana dan juga berupa denda, yang dapat dijatuhkan secara 
kumulatif ataupun alternatif. 
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